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C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN.
Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut di atas maka

ruang lingkupp materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai

Timur Tentang Perkebunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan perkebunan berkelanjutan

b. Penggunaan lahan untuk usaha perkebunan

c. Perbenihan

d. Budidaya tanaman perekebunan

e. Usaha perkebunan

f. Tata Niaga hasil perkebunan

g. Pengelolaan lingkungan perekebunan

h. Kerjasama Perkebunan

i. System data dan informasi

j. Konflik Dan Penyelesaian Perkebunan

k. Pembinaan dan pengawasan

l. Penyidikan

m. Sanksi

n. Pembiayaan

o. Penilaian dan evaluasi
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur belum optimal

untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan

kelestarian lingkungan. Ketiga kata kunci ini merupakan konsep dalam

perkebunan berkelanjutan yang harus diwujudkan oleh Pemerintah

Kabupaten dalam bentuk pengaturan yang komprehensif mengenai

pembangunan berkelanjutan.

Berbagai permasalahan yang secara sosiologis terjadi pada sektor

perkebunan di Kutai Timur akan dapat diselesaikan dengan penerapan

perkebunan berkelanjutan, hal ini juga sejalan dengan tujuan hadirnya negara

untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai landasan filosofisnya.

Secara yuridis adanya perda kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005

sudah tidak dapat mengikuti berbagai perkembangan kebijakan dalam

pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Karenanya

berbagai perubahan kekinian terkait pengaturan perkebunan harus dapat

dilihat dan direspon oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tantangan dalam

mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. SARAN
Berdasarkan kajian dari naskah akademik ini maka perlu segera

disusun peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur tentang perkebunan

berkelanjutan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi,

sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan.
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